URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

I. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR

1. Program Kependudukan.

a)

b)

Tujuan.

Program ini bertujuan untuk mendorong terakomodasinya hak — hak
setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan
meningkatkan  kuantitas  kepemilikan  dokumen  kependudukan,
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
serta peningkatan pelayanan publik, dan untuk mewujudkan komitmen
Nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK
bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga data penduduk dapat
diintegrasikan dan direlasiaonalkan dengan data hasil rekaman pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan berlaku nasional
membangun sistim yang mampu menghimpun data kependudukan yang
cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi data, jaringan

bank data dengan akses nomor induk kependudukan ( NIK) tunggal.

Sasaran Program

Sasaran untuk meningkatnya bidang ketransmigrasian, adalah :

e Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal
dengan pemerintah daerah tujuan (penempatan) melalui KSAD dan
forum KIE ;

e Tersedianya Data Informasi potensi lokasi transmigrasi (LPT/WPT);

e Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan dalam kawasan
potensi SDM calon transmigrasi penempatan daerah asal (TPA) ;

e Pelayanan Prima Perpindahan dan Penempatan Transmigran ;

e Pembinaan, pengembangan sosial ekonomi yang mandiri bagi

masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya.
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c) Pagu dan Realisasi

Program Kependudukan target sebesar Rp. 2.950.000.000,- dengan
realisasi Rp. 2.925.653.100,- (99,17%), secara rinci realisasi per kegiatan
yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat

dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).
d) Hasil Pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan

(NIK):

e Sosialisasi Permendagri No. 19 Thn. 2010 tentang formulir dan buku
yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

e Pembekalan petugas penyuluh Sistem Administrasi Kependudukan
tentang aplikasi e KTP Nasional.

e Bantuan dokumentasi kependudukan untuk keluarga miskin akte, KTP

dan KSK di Kab./Kota masing - masing 400 orang
Kegiatan Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu :

e Rapat koordinasi kebijakan SIAK di Jawa Timur dalam rangka
Konsolidasi Data Base persiapan e-KTP nasional Target Tahun 2011 12
Kab/kota.

e Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Evaluasi dan

monitoring pembangunan jaringan SIAK on line Kab./Kota
e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan :

e Masih banyak yang memiliki identitas ganda.

e Masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran.

e Belum berfungsinya secara seragam fasilitas aplikasi sistem tunggal
melalui SIAK.

e Belum adanya dukungan dari instansi terkait dalam penyajian data.
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Upaya pemecahannya :

e Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), fasilitasi
dan pendampingan dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan tertib
administrasi kependudukan.

e Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta pemantauan
pengendalian  kepemilikan ~ dokumen  kependudukan  dengan
mengadakan pendataan sederhana melalui catatan keluarga.

e Dengan membangun/jaringan SIAK dan meningkatkan koordinasi
dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur sehingga meminimalkan
penduduk ber KTP ganda, dan dapat memperoleh data kependudukan

secara cepat dan akurat.
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